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	Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, termasuk di Kota Lhokseumawe. Studi ini bertujuan untuk meneliti implementasi program pencegahan dan pengelolaan stunting di Puskesmas Muara Dua dan menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan kualitatif digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut dilaksanakan melalui konseling gizi, pemberian makanan tambahan dan vitamin, pemantauan pertumbuhan anak di posyandu, kunjungan rumah, dan konseling gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Peran petugas kesehatan, kader posyandu, dan pejabat desa sangat signifikan, dan pendidikan berkelanjutan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan anak. Namun, program tersebut masih menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang rendah, fasilitas yang terbatas, partisipasi yang bergantung pada insentif, dan masalah pencatatan data. Faktor budaya dan kesalahpahaman tentang perawakan pendek juga memperlambat pencapaian program. Strategi komunikasi yang efektif, peningkatan fasilitas, dan pengelolaan sumber daya yang optimal diperlukan untuk meningkatkan implementasi program.

	
	Stunting remains a serious health problem in Indonesia, including in Lhokseumawe City. This study aims to examine the implementation of stunting prevention and management programs at Muara Dua Community Health Center (Puskesmas) and to analyze the inhibiting factors. A qualitative approach was used through observation, interviews, and documentation. The results show that the program is carried out through nutrition counseling, provision of supplementary food and vitamins, monitoring child growth at posyandu, home visits, and nutrition counseling for pregnant and breastfeeding mothers. The roles of health workers, posyandu cadres, and village officials are significant, and continuous education improves community knowledge about child nutrition and health. However, the program still faces challenges such as low community awareness, limited facilities, participation dependent on incentives, and data recording issues. Cultural factors and misconceptions about short stature also slow program achievements. Effective communication strategies, improved facilities, and optimal resource management are needed to enhance program implementation.
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PENDAHULUAN       
Stunting merupakan salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Stunting ditandai dengan kondisi pertumbuhan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung pada periode penting pertumbuhan, yakni 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada hambatan fisik, namun juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kecerdasan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dengan demikian, penanganan stunting menjadi agenda strategis pemerintah dalam upaya pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. . (Kardinal, 2024)
Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Secara Terintegrasi. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis kolaborasi lintas sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga pemerintah gampong, guna memastikan intervensi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dan menjadi institusi kunci dalam menjalankan intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat komunitas. 
Tabel 1. Data Stunting Di Puskesmas Muara Dua Tahun 2024-2025
	No
	Nama Desa/ Kelurahan
	Stunting

	
	
	Desember 2024
	April 2025

	1
	Paloh Bate
	1
	2

	2
	Lhok Mon Puteh
	25
	21

	3
	Uteun Kot
	11
	8

	4
	Blang Pahroh
	13
	8

	5
	Paya Punteut
	8
	12

	6
	Keude Cunda
	16
	15

	7
	Mns Mesjid
	9
	9

	8
	Panggoi
	5
	8

	9
	Paya Bili
	5
	5

	10
	Mns Alue
	5
	4

	Jumlah
	98
	92


[bookmark: _Hlk206800975]       Sumber: Puskesmas Muara Dua
Berdasarkan informasi mengenai stunting yang dicatat antara Desember 2024 hingga April 2025 di berbagai desa/kelurahan di Kecamatan Muara Dua, tampak adanya kecenderungan penurunan jumlah stunting secara keseluruhan. Pada bulan Desember 2024, total kasus stunting mencatat 98 anak, sementara pada bulan April 2025 turun menjadi 92 anak. Secara spesifik, beberapa desa menunjukkan penurunan yang signifikan, seperti Lhok Mon Puteh yang menurun dari 25 menjadi 21 anak, Uteun Kot dari 11 menjadi 8 anak, dan Blang Pahroh dari 13 menjadi 8 anak. Desa Keude Cunda juga mengalami penurunan kecil, yaitu dari 16 ke 15 anak. Namun, ada beberapa desa yang tetap menunjukkan angka stunting yang stabil ataupun sedikit meningkat. Seperti Paya Punteut naik dari 8 menjadi 12 anak, dan Panggoi meningkat dari 5 menjadi 8 anak. Sementara desa Mns Mesjid, Paya Bili, dan Mns Alue menunjukkan angka stunting yang tetap stabil dengan variasi kecil.
Puskesmas Muara Dua merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki kontribusi langsung dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di wilayah kerjanya. Program yang dijalankan meliputi pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, pemberian makanan tambahan (PMT), konseling kesehatan, kunjungan rumah untuk pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala, seperti tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana posyandu, serta hambatan dalam pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat aplikatif dalam mendukung optimalisasi program penurunan stunting.
METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena puskesmas ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus penanganan stunting serta memiliki cakupan balita yang cukup tinggi sehingga program pencegahan stunting perlu dilaksanakan secara intensif dan terarah. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi program pencegahan stunting diterapkan, termasuk proses koordinasi, pelibatan kader, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mengungkap dan menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan melalui informasi berbasis narasi, bukan angka (Sugiyono, 2020).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan program seperti posyandu, penyuluhan gizi, dan pemberian PMT kepada balita. Kedua, wawancara mendalam yang dilakukan secara tidak terstruktur agar informan dapat menyampaikan pengalaman, pandangan, dan informasi secara luas dan natural sesuai situasi lapangan. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan program stunting, data status gizi balita, jumlah kader posyandu, serta dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua. Ketiga teknik ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi penanganan dan pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua. (Sugiyono, 2021)
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data mentah dari catatan lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks yang memudahkan peneliti dalam memahami pola informasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dilapangan serta mampu menjawab fokus penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN   
[bookmark: SIMPULAN]Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2021 Mengenai Pencegahan Dan Penanganan Stunting Secara Terintegrasi Di Puskesmas Muara Dua
Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses perumusan atau penyusunan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk menjalankan dan mendistribusikan aktivitas dari kebijakan atau program yang telah ditetapkan, guna mencapai hasil dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tujuan kebijakan tersebut
Implementasi program penanganan dan pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe merupakan bentuk upaya nyata pelayanan kesehatan dalam menurunkan angka stunting di wilayah kerja puskesmas. Berbagai program dijalankan secara terintegrasi, mulai dari intervensi gizi spesifik hingga intervensi gizi sensitif, yang ditujukan pada anak balita, remaja putri, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola asuh yang baik, serta memutus rantai penyebab stunting sejak dini.
Komunikasi
Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi program pencegahan stunting, karena tanpa penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, tujuan program sulit tercapai. Interaksi langsung antara tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat menjadi kunci agar pesan mengenai pentingnya gizi dan pemantauan tumbuh kembang dapat dipahami dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, komunikasi tatap muka dilakukan melalui kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, konseling ibu hamil, dan kunjungan rumah, yang berfungsi sebagai ruang penyampaian informasi sekaligus diskusi mengenai kendala yang dihadapi ibu balita dalam perawatan anak.
Tenaga kesehatan menjelaskan manfaat program dan langkah-langkah pencegahan secara formal melalui penyuluhan, sementara kader posyandu sering menggunakan bahasa sehari-hari dan pendekatan yang lebih personal agar pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan yang bersifat adaptif ini terbukti membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, sebagaimana terlihat dari meningkatnya kehadiran ibu balita ke posyandu dan perubahan perilaku dalam pemberian makanan bergizi. Namun, frekuensi kegiatan komunikasi tatap muka ini masih belum menjangkau seluruh keluarga balita di wilayah kerja Puskesmas Muara Dua, terutama pada daerah yang jarak tempuhnya jauh dari pusat kegiatan posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pola komunikasi sudah berjalan efektif, masih diperlukan penguatan dan pemerataan akses komunikasi agar implementasi program pencegahan stunting dapat terlaksana secara optimal.
Sumber Daya
Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, sumber daya tidak hanya mencakup dana dan fasilitas, tetapi juga tenaga pelaksana, waktu, pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan program. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang direncanakan dengan baik berpotensi sulit dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, kecukupan sumber daya perlu dipastikan agar pelaksana dapat bekerja sesuai prosedur dan tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.
Tenaga kesehatan seperti bidan dan petugas gizi telah menjalankan perannya dalam pendampingan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang balita, serta dibantu oleh kader posyandu yang aktif menjangkau masyarakat melalui kegiatan posyandu dan kunjungan rumah. Sarana seperti alat ukur tumbuh kembang, vitamin, obat, dan PMT juga tersedia, meskipun sebagian membutuhkan pembaruan agar pelayanan lebih optimal. Namun, pendanaan program masih bergantung pada dana gampong dan jumlah tenaga pelaksana belum sebanding dengan jumlah sasaran, sehingga beban kerja di lapangan cukup besar. Dengan demikian, sumber daya pada program ini telah mendukung pelaksanaan, namun tetap perlu penguatan terutama pada jumlah tenaga, kelengkapan sarana, dan keberlanjutan pendanaan.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena berfungsi mengatur pembagian tugas, alur koordinasi, dan tanggung jawab setiap pelaksana program. Menurut Edwards III, struktur organisasi tidak hanya menentukan siapa yang menjalankan tugas, tetapi juga bagaimana mekanisme koordinasi dan prosedur kerja diterapkan agar program berjalan efektif. Struktur yang jelas dan didukung oleh SOP yang tepat akan mempermudah pelaksanaan program, sedangkan struktur yang tidak teratur dapat menimbulkan tumpang tindih peran dan hambatan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur organisasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sistem pembagian tugas dan koordinasi mendukung implementasi program pencegahan stunting secara optimal.
Struktur organisasi dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua telah berjalan dengan cukup baik. Pembagian tugas antara penanggung jawab gizi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya sudah sesuai dengan tupoksi, serta didukung oleh keterlibatan kader posyandu sebagai penggerak di tingkat masyarakat. Koordinasi antara Puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu juga berlangsung fungsional, dimana masing-masing pihak menjalankan peran yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan teori Edwards III yang menekankan bahwa struktur organisasi yang jelas akan mendukung implementasi kebijakan secara efektif melalui pembagian tugas dan alur kerja yang teratur. Dengan demikian, struktur organisasi yang telah terbentuk di Puskesmas Muara Dua berkontribusi pada kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pencegahan stunting, meskipun peningkatan koordinasi dan penguatan peran di lapangan tetap diperlukan untuk hasil yang lebih optimal.
Sikap Atau Keinginan Pelaksana
Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kemauan, komitmen, serta rasa tanggung jawab para pelaksana di lapangan. Dalam program pencegahan stunting, sikap bidan, petugas gizi, perangkat desa, dan kader posyandu yang ramah, peduli, dan aktif membantu masyarakat dapat meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan posyandu. Dengan demikian, sikap dan komitmen pelaksana memiliki peran besar dalam memastikan pesan dan layanan program diterima serta dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
Sikap pelaksana program pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua menunjukkan komitmen dan kepedulian yang tinggi. Tenaga kesehatan, kader posyandu, dan perangkat desa melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, semangat, serta keinginan kuat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Pelaksana tidak hanya menjalankan tugas secara formal, tetapi juga menggunakan pendekatan yang ramah, sabar, dan komunikatif, sehingga masyarakat merasa didampingi dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe
Dalam pelaksanaan program penanganan dan pencegahan stunting, Puskesmas Muara Dua masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal seperti keterbatasan sarana, prasarana, dan jumlah tenaga pelaksana, serta faktor eksternal seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, dan pola pikir terkait pentingnya gizi dan kesehatan anak. Identifikasi hambatan ini diperlukan untuk merumuskan strategi perbaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya dijelaskan sebagai berikut:
Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Puskesmas Muara Dua. Sebagian orang tua belum rutin membawa anak ke posyandu, kurang memahami pentingnya gizi, serta masih dipengaruhi oleh kepercayaan keliru seperti anggapan bahwa tinggi badan hanya dipengaruhi keturunan. Selain itu, motivasi sebagian masyarakat untuk mengikuti program seringkali muncul hanya jika ada pemberian bantuan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, persepsi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan strategi komunikasi yang lebih intensif diperlukan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif Masyarakat
Sarana Prasarana
Pelaksanaan program pencegahan stunting juga masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun ketersediaan vitamin dan obat secara umum mencukupi, distribusinya tidak selalu tepat waktu. Di posyandu, keterbatasan kursi, meja, dan alat ukur yang sudah tidak akurat turut menghambat pelayanan. Selain itu, kendala teknis pada aplikasi pencatatan data menyebabkan proses pelaporan menjadi lambat. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, hambatan ini tergolong pada aspek sumber daya dan karakteristik organisasi pelaksana. Efektivitas program tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya, tetapi juga kualitas, pengelolaan, dan kelancaran koordinasi distribusi. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas fasilitas dan perbaikan sistem manajemen logistik serta pencatatan data untuk mendukung kelancaran pelayanan dan akurasi pemantauan tumbuh kembang anak.
SIMPULAN   
[bookmark: _wu9wajsnndoi]Implementasi Program Penanganan Dan Pencegahan Stunting di Puskesmas Muara Dua telah dilaksanakan secara promotif dan preventif. Kegiatan meliputi edukasi gizi, pemberian PMT dan vitamin, pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, kunjungan rumah, serta konseling gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Tenaga kesehatan, kader posyandu, dan perangkat desa berperan aktif dan menunjukkan motivasi tinggi dalam pelaksanaan program. Edukasi yang berkelanjutan telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak.
Dalam Implementasi Program Penanganan Dan Pencegahan Stunting di Puskesmas Muara Dua ada beberapa kendala, antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan rutin, partisipasi yang bersifat insentif, kesibukan orang tua, serta keterbatasan sarana dan prasarana seperti meja, kursi, alat ukur, distribusi obat/vitamin, dan sistem pencatatan data yang terkadang bermasalah. Selain itu, faktor budaya dan persepsi masyarakat, seperti anggapan bahwa anak pendek disebabkan keturunan, juga memengaruhi minat mereka mengikuti program. Hambatan-hambatan ini berdampak pada efektivitas dan kelancaran program di lapangan, sehingga diperlukan strategi komunikasi, edukasi, dan manajemen sumber daya yang lebih baik untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.
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